BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa secara parsial perencanaan
berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa
Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukan dengan

nilai tp;n,ng sebesar 3,808 lebih besar dari t.,p.; sebesar 1,663 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil alpha 0,05. Hal ini menunjukan bahwa
perencanaan program pembangunan desa di Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi
Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara sangat menentukan tingkat
keberhasilan pembangunan desa tersebut.

2. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa secara parsial perencanaan
berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa
Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukan dengan
nilai tp;nng sebesar 5,374 lebih besar dari ty,pe; Sebesar 1,663 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil alpha 0,05. Hal ini menunjukan bahwa
pelaksanaan program pembangunan Desa Sunkaen sangat menentukan berhasil

atau tidaknya program pembangunan tersebut. Apabila pelaksanaan program



pembangunan sesuai dengan perencanan yang telah ditetapkan bersama maka
keberhasilan pembangunan dapat tercapai begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa secara parsial perencanaan
berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa
Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukan dengan

nilai tp;p,ng sebesar 1,106 lebih kecil dari t;qp.; Sebesar 1,663 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,272 lebih besar alpha 0,05. Hal ini menunjukan bahwa
pengawasan tidak memberikan dampak terhadap pembangunan desa di Desa
Sunkaen dikarenakan masyarakat setempat tidak memperdulikan program
pembangunan tersebut berjalan dengan baik atau tidak yang terpenting program
tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa secara parsial perencanaan
berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa
Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukan dengan
nilai tp;p,ng sebesar 0,698 lebih kecil dari tqpe; Sebesar 1,663 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,487 lebih besar alpha 0,05. Hal ini menunjukan bahwa
pertanggungjawaban tidak memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa
dikarenakan pertatanggungjawaban hanya bisa dilakukan apabila adanya
pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa secara simultan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertangungjawaban berpengaruh signifikan
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terhadap pembangunan desa pada Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat,

Kabupaten TTU yang ditunjukan dengan nilai F,;;,,, 4 sebesar 8,946 lebih besar

dari Frqpe; 2,33 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil alpha 0,05
Hal ini menunjukan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan
dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Semain baik perencanaan, pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan,
adanya pengawasan yang ketat dari BPD dan masyarakat serta adanya
pertanggungjawaban maka tingkat keberhasilan pembangunan desa semakin
baik, begitupun sebaliknya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan uraian di atas maka ada beberapa

hal penting yang bisa penulis rekomendasikan kepada pengambil kebijakan di

lingkungan pemerintahan Desa Sunkaenantara lain:

1. Dalam mencapai keberhasil pembangunan Desa Sunkaen pemerintah Desa

terus melakukan perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan diperlukan pelaksanaan musdus dan musdes untuk
mendengarkan aspirasi dari masyarakat sehingga pembangunan tersebut
terarah kepada kebutuhan masyarakat bukan keinginan kelompok tertentu.

Dalam pelaksanaan program pembangunan desa pemerintah harus berpegang
teguh pada perencanaan yang telah di tetapkan bersama dan diperlukan

transparansi anggaran sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan dari



masyarakat serta masyarakat juga bisa mengetahui prosedur pelaksanaan
program pembangunan Desa.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan Desa di Desa Sunkaen pemerintah
desa, BPD serta masyarakat perlu adanya pengawasan yang ketat sehingga
tidak menimbulkan adanya penyimpangan penggunaan dana

Pemerintah Desa juga perlu untuk mempertanggung jawabkan hasil
pelaksanaan pembangunan Desa tersebut kepada masyarakat sehingga
masyarakat bisa mengetahui seberapa besar anggaran yang diperlukan dalam

pembangunan tersebut
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